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1. WHAT: APA ITU GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)?

Saya tidak ingin membawa Anda berdiskusi panjang untukmembahas tentang
terminologi, pengertian, definisi, ataufilosofi Corporate Governance. Kita sepakati
saja, mengingatpanduan ini ditujukan kepada BUMN, maka lebih baik marilahkita
bernaung dalam satu payung Kementerian BUMN saja.

Dalam salah satu diktum Keputusan Menteri Badan UsahaMilik Negara
Nomor: KEP -117 / M-MBU / 2002 tanggal 01Agustus 2002 tentang Penerapan
Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
disebutkanbahwa "Prinsip Good Corporate Governance merupakan kaidah,norma
ataupun pedornan korporasi yang diperlukan dalam sistein pengelolaan BLIMN yang
sehat.”

Lebih jauh lagi disebutkan dalam Surat Keputusan tersebut,”Corporate
Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BLIMN
antuk meningkatkan keberhasilan usahadan akuntabilitas perusahaan guna
mewujudkan Nilai PemegangSaham dalam jangka panjang dengan tetap
memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan Perataran
Perundangan danNilai-nilai Etika.”

Untuk lebih memberikan pemahaman tentang apa itu GoodCorporate
Governance, kita perlu rnendapatkan penjelasan tentang apa itu prinsip-prinsip
Good Corporate Governance.

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang dimaksuddalam keputusan
tersebut meliputi:

» Transparansi (Transparency), yaitu keterbukaan dalarn melaksanakan proses
pengambilan keputusan dan keterbukaandalam mengemukakan inforrnasi
materiil dan relevan mengenai Perusahaan.

» Kemandirian (Independence), yaitu suatu keadaan di mana Perusahaan dikelola
secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari
pihak mana pun yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
yangberlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

» Akuntabilitas (Accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban organ, sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana
secara efektif.

» Pertanggungjawaban (Responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan
Perusahaan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-
prinsip korporasi yangsehat.

» Kewajaran (Fainess), yaitu keadilan dan kesetaraan didalammemenuhi hak-hak
stakeholder yang timbul berdasarkan Perjanjian dan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

Dalarn bab ini pertanyaan mendasar yang harus Anda jawabadalah "Apakah
hak dan kewajiban para stakeholder Perasahaantelah dipenuhi dan dilaksanakan
sesuai dengan prinsip-prinsip GoodCorporate Governance? ”



Tidak sulit mencari jawabannya apabila Anda mau jujur menjawabnya. Buatlah
daftar pertanyaan yang rnemakai kata tanya’apa". Beberapa contoh pertanyaan
antara lain:

% Apakah saya secara cermat mengenali para Stakeholder sayayang meliputi
Pemegang Saham / Pemilik Modal, Komisariss/Dewan Pengawas, Direksi,
Karyawan, Pernerintah, Kreditur,dan pihak berkepentingan lainnya?

% Apakah para Stakeholder saya telah terpenuhi haknya dantelah menjalankan
kewajiban sesuai dengan prinsip-prinsipGood Corporate Governance yang
meliputi transparansi,kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan
kewajaran?

% Dengan kata lain, apakah para Stakeholder saya sudah complyto GCG'S
Principles?

MENGAPA GOOD CORPORATE
GOVERNANCE (GCG)?

2. WHY: MENGAPA GOOD CORPORATEGOVERNANCE (GCG)?

Pertanyaan ini penting untuk diajukan, agar Anda tidak salaharah dalam
menerapkan GCG diPerusahaan Anda. Mengapa BUMN wajib menerapkan GCG?
jawaban sederhananya adalahuntuk memenuhi Surat Keputusan Menteri BUMN
nomor: KEP-177/ M-MBU/ 2002.

Memang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN disebutkanbahwa “BUMN
wajib menerapkan GCG secara konsisten danatau menjadikan GCG sebagai
landasan operasionalnya.”

Namun lebih jauh lagi dalam Surat Keputusan MenteriBUMN tersebut telah
dijelaskan bahwa penerapan GCG padaBUMN bertujuan untuk:

a. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkanprinsip keterbukaan,
akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan
memiliki dayasaing yang kuat, baik secara Nasional maupun Internasional.



b. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, dan efisien serta
memberdayakan fungsi dan rneningkatkan kemandirian organ.

c. Mendorong agar organ dalam pembuatan keputusan dan menjalankan tindakan
dilandasi nilai moral yang tinggi dankepatuhan terhadap Peraturan Perundang-
undangan yangberlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab
sosialBUMN terhadap stakeholdermaupun kelestarian lingkungandi sekitar
BUMN.

d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian Nasional.
e. Meningkatkan iklim investasi Nasional.
f. Mensukseskan program privatisasi.

Mengapa harus BUMN?

Pertanyaan ini harus dijawab dengan penuh kesadaran, bahwakata BUMN
secara sederhana pada hakikatnya mengandung makna berikut ini.

BU, sebagai Badan Usaha, BUMN harus mampu eksis dan berkembang sesuai
dengan prinsip-prinsip korporasi yang- sehat.

MN, sebagai Milik Negara, BUMN harus mampu memberikankontribusi yang nyata
bagi kepentingan Negara dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Penerapan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan bisnis Perusahaan akan
dapat memenuhi karakteristik BUMN baik sebagaiBadan Usaha maupun sebagai
Milik Negara, karena penerapanGCG akan mampu meningkatkan Nilai Perusahaan.
Pada gilirannya, hal ini akan meningkatkan kontribusi bagi Negara.

Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa "Mau tidak mau,suka tidak saka, ”
BUMN Wajib menerapkan prinsip-prisip GCGdalam proses bisnisnya. Saya ingin
membagi pengalaman dengan Anda, dalam beberapa kali mengikuti seminar,
diskusipanel, pertemuan-pertemuan yang membahas tentang GCG,selalu muncul
pertanyaan, “Mengapa Good Governance tidakdimulai dari Pemerintah selaku
pemegang saham atau Regulator terlebih dahulu (Good Government Governance),
bukankahBUMNharus  terlebih  dahulu  mendapatkan  contoh panutan
atauketeladanan yang baik dari Pemerintah ?”

Nah! Pernyataan-pertanyaan inilah yang akan menjebakkita untuk bersikap
apriori dan resisten terhadap penerapanGCG di BUMN.

Ingatlah! GCG Start with 1, tidak perlu menunggu GoodGovernment
Governance. Karena GCG akan meningkatkan citra dan nilai Perusahaan di mata
para stakeholder PerusahaanAnda.

Dalam bab ini pertanyaan mendasar yang harus Anda jawabadalah
"Mengapa Perusahaan Anda waijib menerapkan GCG?"

Tidak sulit untuk mencari jawabannya, buatlah daftar pertanyaan dengan
memakai kata tanya "Mengapa”. Beberapa contoh pertanyaan antara lain:
a. Mengapa Perusahaan saya belum dapat meningkatkan Nilaidan Citra serta
memberikan kontribusi yang maksimal kepada Negara?
b. Mengapa Corporate Governance tidak dimulaidariPemerintahselaku pemegang
saham atau Regulator?



DI MANA GOOD CORPORATE GOVERNANCE
(GCG) DITERAPKAN?
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3. WHERE: DI MANA GOOD CORPORATEGOVERNANCE (GCG) DITERAPKAN?

Penerapan GCG dilaksanakan di wilayah tempat para
stakeholdermelaksanakan praktek bisnisnya, baik di Kantor Pusat maupundi Kantor
Cabang atau Perwakilan di mana pun mereka berada,Penerapan GCG tidak hanya
di lingkungan tempat PemegangSaham / Pemilik Modal, Komisaris / Dewan
Pengawas, dan Direksi berada. Namun, lebih luas lagi, penerapan GCG adalah
diwilayah tempat para stakeholder termasuk karyawan berdomisili. ~ Nah, pada
hakikatnya di mana saja para stakeholder Perusahaan berada, di situ kegiatan
penerapan GCG dilaksanakan.

Untuk itu program-program sosialisasi ataupun pelatihan jangan hanya
difokuskan pada karyawan yang berada di KantorPusat, namun harus dilakukan
secara masif di seluruh Wilayahtempat Kantor-kantor Perusahaan Anda berada.

Dalam bab ini pertanyaan yang mendasar yang harus Andajawab adalah Di
mana GCG diterapkan? Untuk menjawabnya,buatlah daftar pertanyaan dengan
memakai kata tanya “Dimana”.Sebagai contoh:

1. Di mana domisili kantor Pemegang Saham/ Pemilik Modal,Komisaris / Dewan
Pengawas, Direksi, Karyawan di seluruhjajaran Perusahaan dan stakeholder
lainnya berada?

2. Di mana kegiatan penerapan GCG dari stakeholder dilaksanakan. Hal ini panting
untuk melihat dan mengecek di lokasimana para stakeholder berada.



KAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
(GCG) DITERAPKAN?

4. WHEN; KAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DITERAPKAN?

Ini merupakan suatu pertanyaan yang harus Anda jawab dengan tegas dan
singkat dengan satu kalimat "Now and Forever’

Memang, saya berpendapat tidak ada jawaban yang pas untuk menjawab
pertanyaan tersebut kecuali sekarang dan selamanya. Janganlah Anda tunda
sampai perusahaan yang Anda kelola jatuh terjerembap ke dalam jurang "Bad
Corporate  Governance” yang akan membutuhkan biaya dan  waktu
dalampemulihannya.

Untuk itu saya sarankan Anda cepat-cepat saja cari konsultan spesialis GCG
untuk menjelaskan asesmen praktek GCG di Perusahaan Anda, menyusun Code of
Conduct ataupun menyusunBoard Manual untuk Komisaris dan Direksi atau Anda
bersama-sama dengan Komisaris / Dewan Pengawas dan Direksi serta beberapa
Staf inti Anda mengikuti Seminar/ Pelatihan tentangGCG dan segera membentuk
Tim GCG.

Tidak ada kata terlambat! Anda akan segera dapat menemukan suatu nuansa
bahwa GCG memang perlu dan wajib diketahui dan dilaksanakan demi
meningkatkan nilai perusahaanAnda di mata para stakeholder.

Dalam bab ini pertanyaan mendasar yang harus Anda jawabadalah "Kapan
sebaiknya perusahaan saya menerapkanGCG?”

Untuk mencari jawabannya, buatlah daftar pertanyaan dengan memakai kata
tanya "Kapan”, misalnya:
a. Kapan saya dan Komisaris / Dewan Pengawas, Direksi, Stafinti Perusahaan
akan mengikuti seminar, diskusi, panel, ataupelatihan GCG?
b. Kapan saya akan mempekerjakan (hire) konsultan GCG?
Kapan saya akan membentuk Tim GCG?
d. Kapan Komitmen Manajemen tentang Penerapan GCG akandideklarasikan?

o



SIAPA YANG MENERAPKAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)?

5. WHO: SIAPA PEMAIN KUNCI PENERAPAN GOOD CORPORATE
GOVERNANCE(GCG)?

Tanpa mengecilkan arti dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, pertanyaan
Who merupakan pertanyaan yang sayaanggapsangat penting. Hal ini mengingat
jawaban atas pertanyaanWho akan memberikan penjelasan dan gambaran yang
sangatberarti tentang siapa yang memainkan peran penting dalam penerapan GCG
di suatu perusahaan.

Manusia adalah faktor kunci utama berhasil tidaknya penerapan GCG di
samping faktor sistem. Saya sering mengatakanhal ini dalam berbagai diskusi,
seminar, pelatihan, atau pertemuan-pertemuan yang membahas tentang apa faktor
kunci keberhasilan suatu perusahaan.

Saya selalu konsisten mengatakan bahwa dua faktor utamakuncl
keberhasilan perusahaan adalah Manusia dan Sistem.Paling tidak ada tujuh pihak
yang berkepentingan langsung sebagai Pemain Kunci yang dapat mempengaruhi
berhasil tidaknya penerapan GCG di BUMN, atau yang saya sebut sebagai
KeyPersons. Mereka adalah:

a. Pemegang Saham;

. Komisaris/Dewan Pengawas;
Direksi;

. Manajer;

. Sekretaris Perusahaan;
Satuan Pengawasan Intern;

. Tim Penerapan GCG.

Q o Qa0 o



Anda pasti bertanya-tanya tentang Mengapa PemegangSaham dimaksukkan
sebagai salah satu Pemain Kunci dalamPenerapan GCG? Bukankah Dia sebagai ”
Pemilik” bukan”’Pengurus”? Justru karena pemegang saham sebagai pemilikmaka ia
harus dapat mengelola perusahaan secara balk sehingga perusahaan yang dibina
dan dikelolanya mampu eksis danberkembang. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun
1995 tentangPerseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang
Badan Usaha Milik Negara maupun dalam Anggaran Dasar Perusahaan sudah
dijelaskan bahwa Organ Perseroan adalah RUPS/ Menteri, Direksi dan Komisaris /
Dewan Pengawas?

Untuk itu, dalam konteks Manajemen GCG, pemegang sahamsecara vertikal
rnerupakan Salah satu pemain kunci suksesnyapenerapan GCG di suatu
perusahaan.

Secara skematis 7 (tujuh) Key Persons dalam Manajemen GCGdapat
digarnbarkan seperti berikut ini pada Gambar 2.7.

KEY PERSONS DALAM MANAJEMEN GCG
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Setelah ditetapkan siapa Key Persons dalam penerapan GCGdi perusahaan
Anda, sekarang marilah kita pahami sebenarnyaapa hak dan kewajiban dari masing-
masing Key Persons tersebut.

Saya akan memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban dari masing-
masing Key Persons tersebut, yang sayasarikan dari beberapa referensi, antara lain
Undang-UndangNo. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang
No. 1/1955 tentang Perseroan Terbatas, Pedoman “GoodCorporate Governance
(Maret 2001) yang disusun oleh KomiteNasional Kebijakan Corporate Governance
dan Anggaran DasarPT Pusri (Persero).

Hak dan kewajiban masing-masing Key Persons dapat Andalihat pada tabel di
bawah ini.



'Hak dan Kewajiban Key Persons

Key Persons

Hak

Kewajiban

Pemesmsm

+ Menghadiri dan mem-
berikan suara dalam
RUPS berdasarkan ke-
tentuan satu saham
memberi hak kepada
Pemegangnya utk me-
ngeluarkan satu suara;

+ Memperoleh informasi
material mengenai Per-

seroan secara tepat
waktu dan teratur, agar
memungkinkan bagi

- seorang Pemegang Sa-
ham untuk membuat
keputusan penanaman

- modal berdasarkan in-
formasi yg dimilikinya

 mengenai  sahamnya

| dalam Perseroan; dan
|+ Menerima  sebagian

dari Keuntungan Per-
© seroan yang diperun-
tukkan bagi Pemegang

. Saham, sebanding de-
| ngan jumlah Saham
- yang dimilikinya dalam
| - Perseroan, dalam ben-

- tuk dividen dan pem-
- bagian keuntungan la-
- innya.

+ Memberikan pengesahan
dalam RUPS atas:

+ Rencana Jangka Pan-
jang (RIP);

+ Rencana Kerja & Ang-
garan Perusahaan  (RK-
AP);

+ Rencana Kerja Program
Kemitraan & Bina Ling-
kungan (RKA PKBL);

« Statement of Corporate
Intent (SC1),

¢ Laporan Tahunan sesu-
ai dengan batas waktu
yang telah ditetapkan
dalam peraturan Per- |
undang-undangan dan
Anggaran Dasar Per-
usahaan,

« Melakukan pembinaan
kepada BUMN sesuai de-
ngan Peraturan Perun-
dang-undangan  yang
berlaku berdasarkan prin-
sip-prinsip: Profesionalis-
me, Efisiensi, Transparan-
si, Kemandirian, Akunta-
bilitas, Pertanggungja-
waban dan kewajaran,

Komisarli‘"/bqé

wan Pengawas |
o '. ~ berhak memasuki ba-
. ngunan-bangunan

+ Baik bersama-sama
maupun sendiri-sen-
 diri setiap.  waktu

.| dan halaman-hala-

* Memberikan pendapat
dan saran kepada RUPS
mengenai rencana pe-
ngembangan Perseroan,
Recana Kerja dan Anggar-
an Tahunan Perseroan ser-




No

Key Persons © | Hak

" man atau tempat-

- tempat lain yang di-
pergunakan atau me-
meriksa dan menco-
cokkan keadaan uang
kas, surat-surat bukti,
persediaan barang-
barang, dan lain-lain
surat berharga untuk
keperluan verifikasi,
serta mengetahui se-
gala indakan yang te-
lah dijalankan oleh
Direksi. . :

+ Jika dianggap perlu,
berhak meminta ban-
tuan tenaga ahli da-

tugasnya untuk jang-
ka waktu terbatas atas
beban Perseroan,

+ Berhak meminta pen-

hal yang ditanyakan
kepada Direksi dan
Direksi wajib membe-
rikan penjelasan.

+ Dengan suara terba-
nyak setiap waktu

tikan untuk sementara
waktu seorang atau
lebil anggota Direksi,
jikalau mereka bertin-
dak bertentangan de-

atau mefalaikan kewa-

Jibafinya atau terda-

lam melaksanakan |

jelasan tentang segala |

berhak memberhen- |

ngan Anggaran Dasar |

~ ta perubahan-perubahan
dan tambahannya, lapor-
an berkala dan laporan-
laporan lainnya dari Di-
reksi,

* Mengawasi pelaksanaan
rencana kerja dan anggar-
an Perseroan serta me-
nyampaikan hasil penilai-
an serta pendapatnya ke-
pada RUPS,

* Mengikuti perkembang-

an kegiatan Perseroan,

dalam hal Perseroan me-

nunjukkan gejala kemun-

duran, segera melapor-
kan kepada RUPS dengan
disertai saran mengenai
langkah perbaikan yang
harus ditempuh.

+ Memberikan pendapat

dan saran kepada Rapat

Umum Pemegang Saham

mengenai setiap persoal-
an lainnya yang dianggap -
penting bagi pengurusan

Perseroan.

+ Melakukan tugas-tugas

pengawasan lainnya yang
ditentukan oleh rapat

Umum Pemegang Saham
dan Anggaran dasar Peru-

sahaan,

+ Memberikan nasihat ke- |
pada Direksi dalam me-
laksanakan Pengurusan

Perseroan,

+ Melaksanakan tugas-tu-

10



No

Key Persons

Hak

Kewajiban

pat alasan mendesak
bagi Perseroan.

gas dalam pengawasan
dan memberikan nasihat
kepada Direksi berdasar-
kan prinsip-prinsip: Pro-
fesionalisme, Efisiensi,
Transparansi, Keman-
dirian, Akuntabilitas, Per-
tanggungjawaban dan
kewajaran,

. i —

Direksi

+ Menetapkan kebijak-
an dalam memimpin
dan mengurus Per-
seroan,

* Mengatur ketentuan-
ketentuan tentang ke-
pegawaian Perseroan
termasuk penetapan
gaji , pensiunan atau
jaminan hari tua, dan
penghasilan lain bagi
para pegawai Per-
seroan berdasarkan
peraturan  perun-
dang-undangan yang
berlaku dan keputus-
an Rapat Umum Pe-
megang saham.

+ Mengangkat  dan
memberhentikan pe-
gawai Perseroan ber
dasarkan peraturan
kepegawaian Perse-
roan dan peraturan
perundang-unda-
ngan yang berlaku.

* Mengatur penyerah-
an kekuasaan Direksi

» Mengusahakandan men-
jamin terlaksananya usa-
ha dan kegiatan Perse-
roan sesuai dengan mak-
sud dan tujuan serta ke-
giatan usahanya,

« Menyiapkan pada wak-
tunya untuk diusulkan
kepada Komisaris/De-
wan Pengawas dan Pe-
megang Saham untuk
disyahkan dalam RUPS:
+ Rencana Jangka Pan-
- jang (RIP);

‘¢ Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan
(RKAP);

+ Rencana Kerja Program
Kemitraan dan Bina
Lingkungan (RKA PKBL);

« Statement of Corpo-
rate Intent (SCI). .

+ Mengadakan dan meme-
lihara pembukuan dan
administrasi Perseroan
sesuai dengan kelazim-
an yang berlaku bagi Per-
usahaan.
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| No

Key Persons

Hak

Kewajiban

untuk mewakili Per-
seroan di dalam dan
di luar Pengadilan ke-
pada seseorang atau
beberapa orang ang-
gota Direksi yang
khusus ditunjuk un-
tuk itu atau kepada
seorang atau bebera-
‘pa orang pegawai
Perseroan, baik sen-
“diri maupun bersa-
ma-sama atau kepa-
da orang atau badan
lain,
+ Menjalankan tinda-
kan-tindakan lain-
“nya, baik mengenai
pengurusan maupun
pemilikan, sesuai de-
“ngan ketentuan - ke-
tentuan yang diatur
dalam Anggaran Da-
sar Perseroan dan
yang ditetapkan oleh
Rapat Umum Peme-
gang Saham berdasar-
- - kan peraturan perun-
dang-undangan yang
berlaku.

+ Menyiapkan susunan or-
ganisasi Perseroan, leng-
kap dengan perincian tu-
gasnya.

+ Menjalankan kewajiban-
kewajiban lainnya sesuai
dengan ketentuan-keten-
tuan yang diatur dalam
Anggaran Dasar dan
yang ditetapkan oleh Ra-
pat Umum Pemegang
Saham (RUPS) serta pera-
turan  perundang-un-
dangan yang berlaku,

+ Melaksanakan tugas-tu-
gas Pengurusan Perusa-
haan berdasarkan Prin-
sip-prinsip Profesiona-

lisme, Efisiensi, Transpa- |

ransi, Kemandirian, A-
kuntabilitas, Pertang-
gungjawaban dan kewa-
jaran

Manajer

+ Mengelola unit kerja
masing-masing da-

. lam rangka melaksa-
- nakan visi, misi, nilai,
" dan proses bisnis/ke-

- glatan berdasarkan

~ prinsipsprinsip GCG.

+ Menetapkan rencana, |

melaksanakan, melaku-
kan pengawasan dan tin-
dak lanjut dalam rangka
penerapan GCG di ling-

kungan masing-masing |

Unit Kerja.
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‘No | Key Persons | Hak | Kewajiban -
+ Mengelola unit kerja |  Mengusahakan tercapai-
: - masing-masing untuk | nya sasaran masing-ma-
X mencapai ~ sasaran | sing unit kerja sesuai de-
“yang telah ditetapkan. | ngan rencana yang telah
¢+ Mengelola dan me- | ditetapkan.
| ~ mimpin unitkerjama- | + Menetapkan rencana,
- ~sing-masing dalam | melaksanakan, melaku-
" rangka meningkatkan | kan pengawasan dan tin-
produktivitas melalui | dak lanjut program pe-
~ perbaikan proses bis- | - ningkatan produktivitas
nis. - JU P melalui perbaikan proses
B bisnis yang berdasarkan
“perbaikan mutu secara
“menyeluruh (Q,C,D,5,M,
E: Quality, Cost, Delivery,
Safety, Moral, Enwron»
- ment),

+ Melaksanakan tugas-tu-
gas Pengelolaan Unit Ker-
janya berdasarkan prin-
sip-prinsip: Profesionalisme,
Efisiensi, Transparansi, Ke-
mandirian, Akuntabilitas,

~ Pertanggungjawaban dan

~kewajaran,
B Selcretam Peum ¢ Mengorganisasikan |+ Menyiapkan bahan rapat
1 rapat-rapat Direksi [ -rapat Direksi dengan Pe-

dengan Pemegang
Saham, Komisaris/
- Dewan’' Pengawas,
Komite Audit, Direksi,
dan Komisaris Anak
Perusahaan serta pe-

jabat - instansi/lem-
baga terkait lainnya, -

+ Mengorganisasikan
- program penerapan

megang Saham, Komi-
saris/Dewan Pengawas,
Komite Audit, Direksi, dan
~Komisaris Anak Pérusa-

haan serta pejabat instan-.
si/Lembaga terkait, terma- | |

suk pembuatan dan peng-
administrasian risalah ra-
pat-rapat tersebut.

* Menyusun rencana, me-
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No

Key Persons

Hak

Kewajiban

Good  Corporate
kungan Perusahaan,

si dari Direksi, Komi-
saris/Dewan Penga-
was, Komite Audit,
dan pimpinan Unit
Kerja, atas hal-hal
yang diperlukan da-
lam rangka kepatuhan
hukum dan peratur-
an-peraturan  yang
berkaitan dengan bis-
nis/kegiatan perusa-
haan. |

mengenai ~ hal-hal
yang menjadi perhati-
an atau perlu persetu-

saham dan Komisaris/
Dewan Pengawas.

+ Mengelola daftar dan
riwayat Pemegang Sa-
ham, Direksi, dan Ko-

- misaris/Dewan Penga-

database, Web Site,
Multi Media, terma-
suk mengadminis-
trasikan data sejarah
perkembangan peru-
sahaan, laporan ta-
hunan beserta keleng-
kapan dokumennya.

Governance di ling- |

+ Memperoleh informa-

+ Mengingatkan Direksi ‘

juan dari Pemegang

was serta mengelola |

laksanakan, mengawasi,
dan melakukan tindak
lanjut atas program pene-
rapan Good Corporate
Governance di lingkung-
an perusahaan, terma-
“suk memberikan reko-
mendasi dan laporan ke-
‘pada Direksi dan Komi-
saris/Dewan Pengawas
atas perkembangan pe-
laksanaannya,

+ Mengikuti perkembang-
an peraturan-peraturan
yang berlaku dan me-
‘mastikan bahwa perusa-
haan mematuhi peratur-
an tersebut, serta mem-

“berikan informasi terse-
but kepada Direksi, Ko-

~ misaris/Dewan Penga-
was, dan pimpinan Unit
Kerja terkait.

+ Menyiapkan bahan utk
Direksi mengenai hal-hal
yang menjadi perhatian
atau perlu persetujuan
dari Pemegang Saham
dan Komisaris/Dewan
Pengawas.

|+ Menyiapkan‘bahén dan

sarana untuk keperluan
administrasi dokumen
~ penting perusahaan, me-
dia komunikasi, dan
promosi dalam rangka
meningkatkan citra peru-
sahaan. | |
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4 Key Persons ‘Hak Kewajiban
7 + Melaksanakan tugas-tu-
gas Pengelolaan Unit Ker-
b - janya berdasarkan prin-
& sip-prinsip: Profesionalis-
K me, Efisiensi, Transpa-
} 3o ransi, Kemandirian, Akun-
tabilitas, Pertanggung-
‘ jawaban dan kewajaran,
‘6. | Satuan Pengawasan [+ Memberikan saran|s Membantu Direktur Uta-
| Intern (SPI) dan pendapat kepada| ma dalam melaksanakan
b Direksi mengenai ke-| Pemeriksaan' Intern Keu-
bijakan-kebijakan per-| angan dan Pemeriksaan
usahaan dalam bi-| Operasional serta meni-
dang pengawasan, lai Pengendalian, Penge-
B * Mengelola kebijakan| lolaan pada Perusahaan
B pengawasan  dan| serta memberikan saran-
2 pembinaan terhadap | saran perbaikannya,
; seluruh unit kerja per-| + Mengoordinir penyusun-
jf | usahaan, an laporan hasil penga-
L * Mengatur kelancaran|  wasan baik kepada pihak
% pelaksanaan tugas| intern maupun ekstern,
f@;& e pengawasan  fung-|* Atas permintaan tertulis
U‘ - sional ekstern (BPK,| Komisaris/Dewan  Pe-
i BPKF, Akuntan Publik,| ngawas, memberikan ke-
§ dan sebagainya) dan| terangan hasil pemeriksa-
e menyelesaikan masa-|  an atau hasil Pelaksanaan

TRt

,"g.,. 3
=

R
o

T~
-

AR
.

.

“lah yang dihadapi.

1 f+ Membantu unit kerja

dalam pemecahan
masalah yang diha-
dapi, khususnya di bi-
dang  pengawasan
dan sistem pengenda-

I “lian'intern perusaha-

:”f' ' <'i'm° hol

Tugas Satuan Pengawas-
an Intern,

* Melaksanakan tugas-tu-
gas Pengelolaan Unit Ker-
janya berdasarkan prin-
sip-prinsip: Profesional-
isme, Efisiensi, Transpa-
ransi, Kemandirian, Akun-
tabilitas, Pertanggung-
jawaban dan kewajaran
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No | Key Persons

Hak

Kewajiban

» Mengikuti dan mem-
berikan rekomendasi
pada rapat-rapat Tim
Manajemen, rapat Di-
reksi, rapat Komisaris-
Direksi dalam rangka
penetapan kebijakan
Penerapan GCG di
Perusahaan.

+ Mengingatkan pihak-

pihak yang terkait da-
lam penerapan GCG
agar praktek GCG da-
pat berjalan pada ja-
luryangbenar.

+ Menyusun, memantau,
dan melakukan sosia-
lisasi program penerap- |

~an GCG di jajaran Peru-
sahaan.

+ Memberi rekomendasi
kepada Direksi dan Ko-
misaris/Dewan Penga-
was tentang kebijakan .
penerapan GCG.

+ Melakukan asesmen (de-
ngan bantuan konsul-
tan) praktek GCG di Peru-
sahaan.

| + Melaporkan perkem-

bangan Penerapan GCG -
kepada Direksi & Ko-
misaris/Dewan Penga--
was secara periodik.

+ Melakukan koordinasi-
dengan Pimpinan Unit
Kerja dalam rangka pe-
nyusunan, sosialisasi,
pemetaan, dan asesmen
GCG.

+ Melaksanakan tugas-tu-
gas berdasarkan prinsip-
prinsip: Profesionalisme,
Efisiensi, Transparansi,
Kemandirian, Akunta-
bilitas, Pertanggungja-

- waban dan kewajaran.

Di samping tujuh pihak berkepentingan yang langsung tersebut, sebenarnya
ada beberapa pihak yang dapat dikatakan sangat dekat dengan kegiatan
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operasional perusahaan, diantaranya adalah Serikat Pekerja dan Persatuan Istri
Karyawan.

Memang unik kedengarannya rnemasukkan unsur SerikatPekerja dan
Persatuan Istri Karyawan sebagai unsur dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Namun, justru pihak-pihak tersebut menurut pengamatansaya selama ini
secara tidak langsung rnemiliki pengaruh yangcukup signifikan terhadap
pengambilan keputusan dan perilaku manajemen dan karyawan. Tanpa dorongan
dan dukunganyang nyata dari pihak Serikat Pekerja maupun dari Persatuanlstri
Karyawan, penerapan GCG di Perusahaan dirasakankurang lengkap.

Pihak-pihak berkepentingan lain di luar perusahaan yangmemiliki pengaruh
kuat dalam pengambilan keputusan dan perilaku manajemen dan karyawan, antara
lain Pemerintah, Departemen Teknis, Pemasok, Distributor, Pemerintah
Daerah,Masyarakat sekitar, Partai Politik, Dewan Perwakilan Rakyat(Pusat maupun
Daerah), para Kreditor, Lembaga Swadaya Masyarakat, Media Massa. Mereka
semua perlu diperhatikan hak-hak dan harapannya. Mengingat mereka akan dapat
mempengaruhi jalannya kegiatan usaha perusahaan.

Memang, jika diinventarisasi, cukup banyak pihak-pihakyang berkepentingan
dari perusahaan. Mereka semua merasabahwa hak-hak rnereka perlu dipenuhi
secara adil. Nah, inilahgambaran BUMN, Badan Usaha yang Milik Negara dan
memiliki banyak pihak-pihak berkepentingan yang harus diperhatikan“hak-hak" dan
"kepentingan-kepentingan”-nya demi kelangsungan hidup perusahaan.

Mengapa tujuh pihak yang berkepentingan langsung tersebut perlu Anda
"cermati”?

Saya berpendapat, ketujuh pihak inilah “Key Persons Incharge” yang harus
diberikan "pemahaman” (comprehension)secara mendalam tentang konsep-konsep,
pengertian-pengertian, maksud dan tujuan penerapan GCG di
Perusahaan.Merekalah  yang  menjadi  kunci keberhasilan penerapan
GCG,merekalah yang akan bertindak sebagai driving force atau motor penggerak.

Untuk itu, rnereka perlu diberi pemahaman yang mendalamguna memperoleh
"komitmen” dalam rangka penerapan GCGdi perusahaan.

Pencapaian komitmen dari mereka akan memudahkan Andamelanjutkan
tahapan Dberikutnya, vyaitu melakukan "konsolidasi” (consolidation) dan
melanjutkannya lagi dengan tahapan”’perbaikan terus menerus” (continuous
improvement) yangpada gilirannya nanti Perusahaan Anda akan menjadi
"GoodGoverned Company-G2C”

Dalam bab ini pertanyaan yang mendasar yang harusAnda jawab dengan
cermat adalah "Siapa pihak yang menjadi Key Persons yang berkepentingan dalam
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penerapan GCGdi perusahaan saya?” Untuk mencari jawabannya, buatlahdaftar

pertanyaan dengan memakai kata tanya "Siapa”.

Berikut ini beberapa contohnya.

a. Siapa pihak berkepentingan langsung yang mempengaruhipenerapan GCG?

b. Siapa pihak berkepentingan tidak langsung (ekstern) yangmempengaruhi
penerapan GCG?

c. Siapa yang akan mengambil inisiatif pertama kali untuk memulai penerapan
GCG? Pernegang Saharn, Komisaris, Direksi, Sekretaris Perusahaan)

d. Siapa yang akan menjadi Pengarah & Pelaksana dalam penerapan GCG?

BAGAIMANA MENERAPKAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)?

!// o “\'(//‘ \

1’ *- ‘
‘ 1 }

\/)\\\w/,/ /\\ )//‘
\‘ Y
e

6. HOW: BAGAIMANA MENERAPKANGOOD CORPORATE GOVERNANCE
(GCG )?

———

Untuk menerapkan GCG di Perusahaan Anda, saya akan memperkenalkan suatu
Model Penerapan GCG, yang disebut BE G2C atau dengan pengertian "Menjadi
Good Governed Company-G2C, melalui 3 (tiga) tahap berikut ini.

a. Tahap 1. Comprehension (Pemahaman Secara Mendalam)

b. Tahap 2: Consolidation (Konsolidasi Manusia dan Sistem)

c. Tahap 3: Continuous Improvement (Perbaikan terus menerus)

Mari kita memahami lebih mendalam tentang Model Penerapan GCG atau "G2C”
dalam uraian bab selanjutnya.

Sumber:

Sudharmono, Johny, BE G2G Good Governed Company, Panduan Praktis Bagi
BUMN untuk Menjadi “G2C-Good Governed Company” dan Mengelola Berdasarkan
Suara Hati, Cetakan kedua, Penerbit PT Elex Media Komputindo, 2004, Jakarta
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